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BAB VI 

SARAN  

 

Saran yang dapat diberikan setelah menjalani praktek kerja profesi 

di Apotek Libra yaitu :  

a. Apotek Libra diharapkan dapat meningkatkan pemberian KIE 

kepada pasien agar pasien mengerti penggunaan obat yang benar 

dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien sehingga dapat 

memberikan efek terapi yang diharapkan. 

b. Apotek Libra diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Patient 

Medication Record (PMR). 

c. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam 

berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

menyampaikan informasi kepada pasien dan pasien juga mengerti 

apa yang disampaikan oleh calon apoteker. 

d. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya meningkatkan ketelitian 

dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dengan tujuan untuk 

meminimalkan kesalahan penyerahan atau pemberian obat kepada 

pasien. 

e. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam 

melaksanakan semua kegiatan PKP di apotek agar dapat 

memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah 

wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek. 
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